BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1.

Pemegang polis sebagai kreditor tertinggi sesuai Pasal 52 ayat (1),
berhak mendapatkan klaim yang seharusnya diterima sesuai Pasal 26
Ayat (1) huruf d, g, dan h, dan Pasal 42 ayat (2) UU Perasuransian,
perusahaan asuransi wajib menyelesaikan klaim pemegang polis
meskipun perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau izinnya dicabut.
Pertanggungjawaban perusahaan asuransi dalam mendapatkan dana
untuk dibayarkan terhadap kerugian yang dialami pemegang polis
dapat diperoleh melalui langkah-langkah pengalihan pertanggungan
portofolio, pembayaran klaim dari likuidasi aset, dana asuransi, dan
dana jaminan yang pelaksanaannya dapat dilakukan setelah perusahaan
membentuk Tim Likuidasi melalui RUPS terlebih dahulu pasca
pencabutan izin usaha yang dapat ditegaskan berdasarkan Pasal 60 ayat
(1) dan (2) POJK Nomor 69/POJK.05/2016 terkait pengalihan
portofolio pertanggungan, Pasal 13 POJK Nomor 23 Tahun 2023
terkait dana jaminan, Pasal 4 POJK Nomor 28/POJK.05/2015 terkait
RUPS dan pembentukan Tim Likuidasi. Pertanggungjawaban
perusahaan asuransi setelah izin usaha dicabut diatur berbeda dalam
UU Perasuransian dan UUP2SK bahwa menurut UU Perasuransian,
perusahaan harus membentuk Tim Likuidasi untuk mengelola
perusahaan saat likuidasi sesuai Pasal 44 ayat (1), sementara sesuai
Pasal 93  UUP2SK akan  menerapkan  pengambilalihan
pertanggungjawaban oleh LPP yang baru akan dimulai pada tahun
2028, dengan keefektifannya yang masih belum dapat dipastikan.

Pemegang polis memiliki beberapa langkah hukum yang dapat diambil
jika perusahaan asuransi gagal memenuhi kewajibannya, termasuk
mengajukan  pengaduan kepada perusahaan asuransi terkait
keterlambatan pembayaran klaim, pengaduan kepada OJK sesuai Pasal

51 ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022, dan/atau menggunakan
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5.2 Saran

layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Sebagai
anggota lembaga mediasi, perusahaan asuransi ditugaskan untuk
menyelesaikan sengketa antara penanggung dan tertanggung menurut
Pasal 54 UU Perasuransian. Dengan demikian, pengajuan yang
dilakukan pemegang polis terhadap perusahaan asuransi dapat menjadi
langkah utama pemegang polis untuk memperoleh haknya. Jika upaya
penyelesaian non-litigasi gagal, pemegang polis dapat mengajukan
gugatan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum. Adapun
mayoritas PKPU dan kepailitan dilakukan sebagai langkah terakhir
atau exit way. Jalur penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi
dan arbitrase juga disediakan oleh LAPS sesuai Pasal 4 Peraturan
Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020, yang

memungkinkan penyelesaian masalah di luar pengadilan.

. Untuk memastikan keefektifan pertanggungjawaban perusahaan

asuransi bagi pemegang polis ketika izin usaha perusahaan asuransi
dicabut, Perusahaan asuransi harus mengutamakan kepentingan
pemegang polis beserta kontrak polis dengan menerapkan pemenuhan
kualifikasi perusahaan secara teliti termasuk dana jaminan yang perlu
diperhatikan ketersediaanya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus
meningkatkan pengawasan dan penegakan regulasi, termasuk
pemantauan kondisi keuangan perusahaan dan penegakan sanksi atas
pelanggaran kewajiban pembayaran klaim. Proses pengalihan
portofolio pertanggungan harus transparan dan melibatkan persetujuan
OJK serta pemegang polis, dengan OJK memastikan perusahaan

penerima memenuhi kewajiban.

. Untuk memastikan pemegang polis mendapatkan perlindungan

maksimal ketika perusahaan asuransi gagal memenuhi kewajibannya,
beberapa langkah strategis perlu diambil sebagai bentuk
pertanggungjawaban. Baik pembuat undang-undang maupun OJK
perlu mengedukasi pemegang polis mengenai hak dan prosedur
pengaduan serta layanan LAPS perlu ditingkatkan agar mereka dapat

mengambil langkah yang tepat saat menghadapi masalah.
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